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IKHTISAR PUTUSAN 

PERKARA NOMOR 28/PUU-XXI/2023 

Tentang  

Putusan Permohonan Praperadilan 
 

Pemohon    : M. Yasin Djamaludin; 

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
1945); 

Pokok Perkara : Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf  d UU Kejaksaan, Pasal 39 
UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau 
Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus 
frasa “atau Kejaksaan” serta Pasal 50 ayat (4) khusus frasa 
“dan/atau Kejaksaan” UU KPK terhadap Pasal 28D ayat (1) 
UUD 1945; 

Amar Putusan       : Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya. 

Tanggal Putusan : Selasa, 16 Januari 2023 

Ikhtisar Putusan :  

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan 
Kartu Tanda Penduduk. Pemohon saat ini berprofesi sebagai Advokat pada organisasi 
Perhimpunan Advokat Indonesia. 

  Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon 
adalah Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf  d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 
ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat 
(3) khusus frasa “atau Kejaksaan” serta Pasal 50 ayat (4) khusus frasa “dan/atau 
Kejaksaan” UU KPK  terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah 
berwenang mengadili permohonan Pemohon; 

   Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon 
selaku perorangan warga negara Indonesia yang saat ini berprofesi sebagai Advokat 
pada organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia telah dapat menjelaskan adanya hak 
konstitusional yang dimiliki dianggap dirugikan dengan berlakunya ketentuan norma 
Pasal 30 ayat (1) huruf  d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat 
(5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa 
“atau Kejaksaan” serta Pasal 50 ayat (4) khusus frasa “dan/atau Kejaksaan” UU KPK 
yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian konstitusional Pemohon dimaksud 
bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya potensial serta memiliki hubungan sebab 
akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan 
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berlakunya ketentuan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, khususnya 
Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam menjalankan profesinya. 
Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan 
kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi atau tidak akan terjadi lagi. Dengan 
demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang 
didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk 
bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. 

Bahwa Pemohon dalam hal ini merasa norma a quo bertentangan dengan dalam 
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai 
berikut: 

1. Bahwa menurut Pemohon, kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana 
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan telah 
dilakukan pengujian dan telah diputus sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 28/PUU-V/2007 dan telah memberikan jaminan kepastian hukum serta 
keadilan bagi pencari keadilan. Seharusnya, pembentuk undang-undang 
menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, namun hingga saat ini masih abai 
sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan jaksa sebagai penyidik; 

2. Bahwa menurut Pemohon, dengan tidak ditindaklanjutinya putusan Mahkamah 
dimaksud perihal kewenangan jaksa sebagai penyidik telah mengakibatkan 
terlanggarnya ketidakpastian (sic!) hukum dan keadilan bagi pencari keadilan dalam 
hal ini tersangka/terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi; 

3. Bahwa menurut Pemohon, kewenangan jaksa sebagai penyidik telah menghilangkan 
checks and balances dalam proses penyidikan sehingga menimbulkan kesewenang-
wenangan; 

4. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah 
yang pada pokoknya, sebagai berikut: 

(1) Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf  d UU Kejaksaan bertentangan dengan UUD 
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 

(2) Menyatakan Pasal 39 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat;  

(3) Menyatakan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 
50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa ‘atau Kejaksaan” dan Pasal 50 ayat 
(4) khusus frasa ‘dan/atau Kejaksaan’ UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 
dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;  

Bahwa norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon yaitu ketentuan norma 
Pasal 30 ayat (1) huruf  d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat 
(5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa 
“atau Kejaksaan” serta Pasal 50 ayat (4) khusus frasa “dan/atau Kejaksaan” UU KPK yang 
berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam tindak 
pidana korupsi yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 
1945. Pemohon berpendapat norma a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi 
pencari keadilan dalam hal ini tersangka/terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi dan 
kewenangan jaksa sebagai penyidik telah menghilangkan checks and balances dalam 
proses penyidikan sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan. Terhadap dalil 
Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:  

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon 
merupakan norma yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan yang termasuk 
dalam ruang lingkup hukum formil (hukum acara pidana), di mana hal ini tidak dapat 
dipisahkan dengan keberadaan lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya 
Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK yang secara faktual diberikan kewenangan untuk 
melakukan penyidikan dalam tindak pidana khusus dan/atau tertentu. Oleh karena itu, 
apakah pemberian kewenangan penyidikan kepada lembaga penegak hukum 
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dimaksud telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan dalam hal 
ini tersangka/terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi, telah menghilangkan fungsi 
checks and balances dalam proses penyidikan sehingga menimbulkan kesewenang-
wenangan, maka terhadap hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pendirian 
Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 28/PUU-V/2007, Sub-
paragraf [3.13.1] sampai dengan Sub-paragraf [3.13.6], hlm. 96 sampai dengan hlm. 
98. Berdasarkan pendirian Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 tersebut, pemberian kewenangan 
melakukan penyidikan kepada lembaga penegak hukum lain, selain lembaga 
Kepolisian adalah dimungkinkan. Sepanjang pemberian kewenangan tersebut diatur 
secara jelas dan tegas, termasuk di dalamnya dilakukan secara terkoordinasi antar 
aparat penegak hukum sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan 
kewenangan. Lebih lanjut, berkaitan dengan pemberian kewenangan penyidikan 
kepada penegak hukum lain selain Kepolisian, secara eksplisit tidak diamanatkan oleh 
UUD 1945. Artinya, berkenaan dengan kewenangan penyidikan tidak dibatasi atau 
ditentukan hanya menjadi kewenangan tunggal Kepolisian. Oleh karena itu, sepanjang 
badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur 
dalam undang-undang sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, 
termasuk dalam hal ini Kejaksaan sebagai salah satu institusi yang berkaitan dengan 
pelaku kekuasaan kehakiman dapat diberikan kewenangan penyidikan tindak pidana 
khusus dan/atau tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang [vide Pasal 30 
ayat (1) huruf d UU Kejaksaan]; 

2. Bahwa di samping pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah 
juga berpendirian bahwa pemberian kewenangan Kejaksaan untuk melakukan 
penyidikan terhadap tindak pidana khusus dan/atau tertentu yang dilakukan 
berdasarkan undang-undang merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang 
sebagaimana ketika pembentuk undang-undang memberikan kewenangan kepada 
lembaga penegak hukum lain selain Kepolisian. Dalam kaitan ini, pembentuk undang-
undang memiliki kebebasan dan keleluasaan yang terukur dalam menentukan norma-
norma yang sesuai dengan kebutuhan, tentunya dikaitkan dengan perkembangan 
modus kriminal akibat kemajuan teknologi informasi dan lain-lain yang sangat 
memengaruhi kebutuhan akan perkembangan penyidikan yang harus mampu 
mengakselerasikan dalam proses penanganan perkara yang tidak mungkin hanya 
dapat ditangani oleh lembaga penegak hukum Kepolisian. 

3. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007, 
Paragraf [3.15], hlm. 99, yang pada pokoknya menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d 
UU Kejaksaan, pembentuk undang-undang hanya memberikan peluang terhadap 
kejaksaan berupa kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana 
khusus dan/atau tertentu, hal tersebut dimaksudkan karena tindak pidana dari masa 
ke masa semakin berkembang dan beragam macam/modusnya. Fakta hukum 
tersebut, sesungguhnya dalam perspektif yang lebih luas juga dimaksudkan untuk 
mengantisipasi semakin berkembang dan beragamnya macam/modus tindak pidana 
khusus dan/atau tertentu tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah, 
kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang berpotensi tumpang tindih dengan 
kewenangan penyidikan oleh Kepolisian sekalipun kewenangan penyidikan yang 
dimiliki Kejaksaan hanya untuk tindak pidana tertentu saja, bertentangan dengan UUD 
1945 sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Pemohon adalah kekhawatiran yang tidak 
beralasan. Sebab, sepanjang kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan tersebut 
dilakukan dengan koordinasi yang baik dan diatur oleh ketentuan yang jelas dan tegas 
sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum di atas serta 
didasarkan pada pertimbangan kebutuhan akan lembaga penegak hukum lain selain 
Kepolisian akibat semakin berkembangnya macam/modus jenis tindak pidana khusus 
dan/atau tertentu, maka kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan adalah hal yang 
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dapat dibenarkan. 

4. Bahwa setelah mencermati praktik-praktik pemberian kewenangan penyidikan kepada 
Kejaksaaan terhadap tindak pidana khusus dan/atau tertentu di Korea Selatan, 
Belanda, dan Jerman, kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan 
merupakan praktik yang lazim, khususnya jika menyangkut tindak pidana khusus 
dan/atau tertentu yang sifatnya merupakan extra ordinary crime yang secara universal 
membutuhkan lebih dari satu lembaga penegak hukum untuk menanganinya, 
khususnya dalam hal kewenangan penyidikan. 

5. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan ketentuan norma 
Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, 
Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa “atau Kejaksaan” serta Pasal 50 
ayat (4) khusus frasa “dan/atau Kejaksaan” UU KPK, menurut Mahkamah hal tersebut 
sesungguhnya merupakan pasal-pasal atau norma yang mengatur hal-hal berkaitan 
dengan kewajiban untuk dilakukannya kolaborasi diantara lembaga penegak hukum 
yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi. Oleh 
karena itu, pembentuk undang-undang memandang tindak pidana korupsi sebagai 
extra ordinary crime yang mempunyai dimensi persoalan yang krusial dan tidak 
mungkin hanya dapat ditangani oleh satu lembaga penegak hukum sebagai penyidik. 
Artinya, penyidikan dalam tindak pidana korupsi selain dilakukan lembaga penegak 
hukum Kepolisian diperlukan lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan dan 
KPK, sepanjang ketiga lembaga penegak hukum dimaksud saling berkoordinasi agar 
terdapat  kesatuan sikap  dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi 
sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana 
korupsi. 

6. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi, ketiga 
lembaga tersebut kemudian membuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam 
Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEP-
049 /A/J.A/03/2012; Nomor: B/23/III/2012; Nomor: Spj-39/01/03/2012 tentang 
Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diperbaharui 
terakhir dengan Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 
Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Nomor: 107 Tahun 2021; Nomor: 6 Tahun 2021; Nomor: NK/17/V/2021 tentang Kerja 
Sama Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana salah satu bentuk kerja 
sama adalah (a) sinergi penanganan perkara tindak pidana korupsi termasuk dalam 
kegiatan hal pelaporan dan/atau pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan/atau 
supervisi; (b) dalam pelaksanaan koordinasi dan/atau supervisi atas kegiatan 
penanganan perkara tindak pidana korupsi, berdasarkan dukungan data pelaksanaan 
surat pemberitahuan dimulainya penyidikan secara elektronik (SPDP Online). Tanpa 
bermaksud menilai legalitas nota kesepakatan/kesepahaman dimaksud, tentunya 
menjadikan penanganan tindak pidana korupsi menjadi lebih efektif dan efisien. Selain 
itu, adanya kesepakatan dalam koordinasi dan juga supervisi menjadikan aspek 
pengawasan tidak hilang dalam penanganan tindak pidana korupsi antara Kepolisian, 
Kejaksaan dan KPK. 

7. Bahwa tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, menurut 
Mahkamah peristiwa yang terjadi pada klien Pemohon tidak dapat serta merta 
menjadikan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tidak memberi kepastian hukum, 
karena sebagaimana telah diuraikan di atas, Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan 
hanya merupakan pintu masuk bagi pembuat undang-undang untuk memberikan 
kewenangan kepada Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus 
dan/atau tertentu saja. Sementara itu, untuk tindak pidana umum kewenangan 
penyidikan tetap berada pada Kepolisian. Oleh karena itu, menurut Mahkamah 
kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan masih tetap diperlukan untuk 
menangani tindak pidana khusus dan/atau tertentu yang secara faktual jenis maupun 
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modusnya semakin beragam. Di samping itu, secara riil adanya pemberian 
kewenangan penyidikan kepada kejaksaan hal tersebut semakin mempercepat 
penyelesaian penanganan tindak pidana khusus dan/atau tertentu yang dapat lebih 
memberikan kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana khusus dan/atau tertentu, 
serta memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007, Mahkamah telah menyatakan bahwa Pasal 
30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, 
berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah tetap dengan pendiriannya bahwa 
kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana khusus dan/atau 
tertentu merupakan kewenangan yang konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 
1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, terhadap Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat 
(4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 
khusus frasa “atau Kejaksaan” serta Pasal 50 ayat (4) khusus frasa “dan/atau Kejaksaan” 
UU KPK, yang secara yuridis kekuatan keberlakuannya memilliki keterkaitan erat dan 
tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan norma Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, 
maka dengan sendirinya juga memiliki landasan konstitusional. Dengan demikian, dalil 
Pemohon yang menyatakan pasal-pasal a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum 
bagi pencari keadilan dalam hal ini tersangka/terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi 
adalah tidak beralasan menurut hukum; 

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan kekhawatiran Pemohon yang mendalilkan 
ketentuan  norma Pasal 30 ayat (1) huruf  d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 
ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat 
(3) khusus frasa “atau Kejaksaan” serta Pasal 50 ayat (4) khusus frasa “dan/atau 
Kejaksaan” UU KPK yang memberikan kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan 
telah menghilangkan checks and balances dalam proses penanganan tindak pidana 
korupsi sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan. Terhadap hal tersebut 
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan pada pertimbangan hukum 
Putusan Makamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 sebagaimana dikutip dalam 
Sub-paragraf [3.18.1], integrated criminal justice system yang dibentuk oleh KUHAP 
ditandai dengan adanya prinsip diferensiasi fungsional di antara lembaga penegak 
hukum yang salah satu tujuannya adalah menciptakan mekanisme saling mengawasi 
(checks and balances). Hal demikian, meskipun secara universal berlaku dalam 
penanganan tindak pidana umum, namun pembentuk undang-undang memilih untuk 
memberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam penanganan tindak 
pidana korupsi yang merupakan bagian dari jenis tindak pidana khusus dan/atau 
tertentu kepada Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Hal tersebut dilakukan karena 
menurut pembentuk undang-undang penanganan tindak pidana korupsi yang 
merupakan extra ordinary crime tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga/badan saja, 
oleh karena itu dalam hal ini prinsip diferensiasi fungsional yang dianut oleh KUHAP 
secara faktual dan realita kebutuhan serta kemanfaatan belumlah dapat dilaksanakan 
secara utuh.  

2.  Bahwa belum dapat diberlakukannya prinsip diferensiasi fungsional secara utuh 
tersebut bukanlah berarti menjadikan prinsip checks and balances tidak dapat 
diterapkan, karena ketentuan norma Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat 
(5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) serta Pasal 50 ayat (4) UU KPK jika dibaca 
secara cermat merupakan norma yang mewajibkan adanya koordinasi antara 
Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi. Oleh karena 
itu, hal ini menunjukkan pemberian kewenangan kepada Kejaksaan terhadap tindak 
pidana khusus dan/atau tertentu selain memberi jaminan kepastian hukum yang adil 
juga memberi perlindungan hak asasi sekalipun terhadap tersangka. Dalam kaitan ini, 
apabila ternyata dari hasil penyidikan tersangka tidak terdapat bukti dan fakta 
melakukan tindak pidana khusus dan/atau tertentu yang disangkakan, maka 
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Kejaksaan langsung menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). 
Demikian pula sebaliknya, apabila ternyata terdapat alat bukti yang cukup maka 
Kejaksaan melimpahkan perkara ke Pengadilan. Artinya, adanya potensi yang dapat 
menghilangkan fungsi checks and balances sebagaimana yang dikhawatirkan oleh 
Pemohon menjadi tidak relevan sebagai dalil yang dapat dibenarkan. Terlebih, jika 
kekhawatiran Pemohon terhadap tidak berfungsinya prinsip deferensiasi fungsional 
dapat menghilangkan fungsi checks and balances dan berpotensi menimbulkan 
kesewenang-wenangan, hal tersebut justru kekhawatiran yang berlebihan dan tidak 
beralasan, mengingat jika benar seandainya hal tersebut berdampak pada 
terlanggarnya hak-hak tersangka/terdakwa sebagaimana juga yang dialami oleh 
Pemohon, maka telah tersedia mekanisme kontrol yang dapat dipergunakan sebagai 
upaya hukum, misalnya melalui permohonan praperadilan. Dengan demikian, 
Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut 
hukum; 

Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah 
ternyata ketentuan norma Pasal 30 ayat (1) huruf  d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, 
Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa ‘atau Kejaksaan”, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) 
dan ayat (3) khusus frasa “atau Kejaksaan” serta Pasal 50 ayat (4) khusus frasa “dan/atau 
Kejaksaan” UU KPK telah memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan 
kesewenang-wenangan, serta tidak berpotensi menghilangkan fungsi checks and 
balances sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sehingga bertentangan dengan 
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak 
beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.  

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan 
Pemohon untuk seluruhnya. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  


